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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah 

Badan Pertanahan Nasional Sleman sebagai lembaga bertugas dalam suatu 

pemerintahan non kementrian dibidang pertanahan melaksanakan pertanggung 

jawabannya dalam menangani sertifikat ganda secara prosedur dan penanganannya 

sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dengan 

pemeriksaan lokasi serta data tanah yang besengketa dan memberikan penyelesaian 

secara kekeluargaan dengan mediasi, apabila mediasi masih belum menemukan 

win-win solution akan dilakukan secara litigasi atau diselesaikan secara pengadilan 

dengan menunggu hasil putusan PTUN dalam membatalkan atau mencabut 

pendaftaran tanah sesuai dengan pertanggung jawabannya.  

Pemaslahan munculnya sertifikat ganda diakibatkan belum di ploting yang menjadi 

permaslaahan atas pendaftaran tanah dengan pendataan yang kurang mamadai. Saat 

ini terdapat Program PTSL mempermudah Badan Pertanahan Nasional Sleman 

dalam memperoleh data menyeluruh atas pendaftaran atas tanah, sehingga program 

tersebut juga merupakan kunci utama akan mengurangi sertifikat ganda. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, penulis 

memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang 

terjadi. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 
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1. Bagi Badan Pertanahan Nasional Sleman, masih terlalu terikat dengan laporan 

atas sertifikat ganda oleh pemegang hak atas sertifikat tersebut. Sangat jelas 

bahwa Badan Pertanahan Nasional secara wewenang dapat membatalkan 

sertifikat apabila sertifikat tersebut memiliki cacat administrasi, hal tersebut 

perlu menjadi perhatian lebih untuk memeriksa administrasi atas mendaftaran 

sertifikat yang dijelaskan pada Pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 21 Tahun 2020 

Tentang Penanganan dan Penyelesaiaan Kasus Pertanahan. 

2. Bagi Pemerintah, untuk lebih ketat untuk mengawasi perlakukan dari oknum 

tidak bertanggung jawab atas pendaftaran sertifikat palsu yang masih beredar 

hingga pada saat ini.
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